
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6856); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 
ten tang Tatanan Kebandarudaraan Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan 
Nasional, mengatur untuk kepentingan tertentu, 
Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan 
ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan 
oleh Menteri; 

b. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah Umrah, 
beberapa Bandar Udara Domestik perlu ditetapkan 
sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani 
penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan 
kegiatan keagamaan yang bcrskala internasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang 
Penetapan Bandar Udara Domestik yang dapat Melayani 
Penerbangan ke dan dari Luar Negeri untuk 
Kepentingan Kegiatan Umrah; 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 146 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PENETAPAN BANDAR UDARA DOMESTIK 

YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN KE DAN DARI LUAR NEGERI UNTUK 
KEPENTINGAN KEGIATAN UMRAH 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBUK INDONESIA 



Menetapkan: 
a. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, 

Palembang; 
b. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; 
c. Bandar Udara Kediri, Kediri; dan 
d. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin; 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG 
PENETAPAN BANDAR UDARA DOMESTIK YANG DAPAT 
MELAYANI PENERBANGAN KE DAN DARI LUAR NEGERI 
UNTUK KEPENTINGAN KEGIATAN UMRAH. 

1. Surat Pj. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
553 / 241 7 / Dishub tanggal 30 Juli 2024 hal 
Rekomendasi Penerbangan Charter Umrah Periode 2024 
PT. Citilink Indonesia; 

2. Surat Pj. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
553/2418/Dishub tanggal 30 Juli 2024 hal 
Rekomendasi Penerbangan Umrah Lion Air Via Bandar 
Udara SMB II Palembang; 

3. Surat Walikota Surakarta Nomor HB.00/2763/2024 
tanggal 31 Juli 2024 perihal Surat Dukungan Pelayanan 
Penerbangan Internasional Umroh dari/ke Bandara Adi 
Soemarmo; 

4. Surat Bupati Kediri Nomor 
500.11.22.3/ 1994 / 418.2.1 /2024 tanggal 9 Agustus 
2024 hal Permohonan Izin Penerbangan Umroh; 

5. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 
500.11.1/1064 /DISHUB tanggal 26 Agustus 2024 
perihal Permohonan Penerbangan Langsung Umrah dari 
Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6644); 

3. Peraturan Presiden Nomor 1 73 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang 
Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 
2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 
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PERT AMA 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
2. Menteri Sekretariat Negara; 
3. Menteri Agama; 
4. Menteri Dalam Negeri; 
5. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan; 
6. Menteri Keuangan; 
7. Menteri Kesehatan; 
8. Menteri Pertahanan; 
9. Kepala Badan Karantina Indonesia; 
10. Kepala Badan Haji dan Umrah; 
11. Gubernur Sumatera Selatan; 
12. Gubernur Jawa Tengah; 
13. Gubernur Jawa Timur; 
14. Gubernur Kalimantan Selatan; dan 
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. 

DUDY PURWAGANDHI 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 November 2024 

Keputusan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

KEEMPAT 

Penetapan bandar udara domestik yang dapat melayani 
penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan 
kegiatan Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum 
PERTAMA, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 
ditetapkannya Keputusan Menteri ini. 

KETIGA 

Dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan ke dan dari luar 
negeri untuk kepentingan kegiatan Umrah, Bandar Udara 
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan 

pelayanan untuk melayani penerbangan ke dan dari luar 
negeri; dan 

b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung 
jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, 
keimigrasian dan kekarantinaan. 

KEDUA 

sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani 
penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan 
kegiatan Umrah. 
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